BUPATI BUTON

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTONM
NOMOR 12 TAHUN 200%
TENTANG

PEMBENTUKAN DESA LAMBUSANGO TIMUR KECAMATAN KAPONTORI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

a.bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk petargk pelayana

1.

pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemiestgargpada Wilayah De:
Lambusango perlu diadakan Pemekaran dengan Perkberiesa Lambusant
Timur Kecamatan Kapontori ;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dichgdesia huruf a, perh

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukam IResbusango Timt
Kecamatan Kapontori ;

Undancundang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukanat-daeralt
Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republikdonesia Tahun 195
Nomor 74, Tarbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom®2)18

Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penggaraan Nega
yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nispte (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75mbahan Lembaran Negara Repul
Indonesia Nomor 3851);

Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peimkan Peratura
Perundang— undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Talig04
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik lesialNomor 4389 );
Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pemerintahan De
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200hdt0l25, Tambahal
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang PerimbanganrigauaAntare
Penerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Repmbldnesia Tahun 20C
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik kesianNomor 4438
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ngnt&oordinasi Kegiata
Instansi Vertikal di Daerah (Lemba Negara Republik Indonesia Tahun 19
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelaridomor 3373

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tgnté@wenangan Pemerint

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi&em Negara Repub
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaragadde Republil
Indonesia Nomor 395:

. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentadgnPean Umum Pengature

Mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indoneshaim 2001 Nomor 14:

. Keputusan Presin Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentaafnik

Penyusunan Peraturan Perunc-undangan, Bentuk Rancangan Unc-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan KapuRuesiden (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
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10.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 266thng Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhelképala Desa dalam Daerah
Kabupaten Buton (Lembaran Daerah Kabupaten Buadnui 2001 Nomor 3 );

11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahufh 8tiang Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Didelatpaten Buton
Tahun 2001 Nomor 11);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2@6#ang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabuofaiton (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON TEHM\NG PEMBENTUKAN
DESA LAMBUSANGO TIMUR KECAMATA KAPONTORI

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Lambusango Timur.

BAB I
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2
Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibebega Lambusango Timur Kecamatan Kapontori
dalam Wilayah Kabupaten Buton di Propinsi Sulawesiggara.

Pasal 3
(1) Wilayah Desa Lambusango Timur terdiri atas :
a. Dusun Watambo;
b. Dusun Wabuari.
(2) Pusat Pemerintahan Desa Lambusango Timur betkkdn di Dusun Watambo.

Pasal 4
Dengan dibentuknya Desa Lambusango Timur sebagaindamaksud dalam Pasal 2 maka luas
Wilayah Desa Lambusango berkurang seluas Wilayah esnbusango Timur.

Pasal 5
(1) Desa Lambusango Timur Kecamatan Kapontori mengiuatashatas, sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Todanga;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Watumxotob
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa WarintenKecaPasarwajo;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lambusango.
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(2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayatyapngkan dalam peta yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(3) Penetapan Batas Wilayah Desa LambusangourTiKecamatan Kapontori secara pasti
dilapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (13mken dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB Il
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 6

Perubahan Nama dan Batas Desa / Dusun ditetapkagamieKeputusan Kepala Daerah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabop8igton berdasarkan usulan masyarakat
dengan memperhatikan latar belakang dan nilai-rilaflaya setempat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Lambgs Timur, diangkat seorang Kepala Desa
yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerabepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepalerah.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaldfingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintaRiegundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.Buto

Disahkan di Pasarwajo
pada tanggal 2005

BUPATI BUTON,

Ir.H.LM. SJAFEI KAHAR
Diundangkan d Pasarwajo
pada tanggal 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. 010110307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2005 NOMOR : ...,




BUPATI BUTON

Menimbang

Mengingat

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTONM
NOMOR TAHUN 2005

TENTANG

PEMBENTUKAN DESA WAGARI KECAMATAN LASALIMU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BUTON,

a.bahwa berdasarkan usul masyarakat dan untuk petargk pelayana

pemerintahan, pembangunan serta pembinaan kemlestgaraperlu diadaks
Pemekaran dengan Pembentukan Desa Wagari Kecabhaasaimu ;

.bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dichgdesia huruf a, perh

menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukaa \Wagari Kecamats
Lasalimu ;

.Undan¢undang Nomp 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Dedaeral

Tingkat Il di Sulawesi (Lembaran Negara Republikddnesia Tahun 195
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republiknesia Nomor 1822);

. Undang- Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Pengglaraan Nega

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nispwe (Lembaran Nega
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahankagan Negara Republ
Indonesia Nomor 3851);

. Undang — Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang PembentukantuPan

Perundang— undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia TakQov
Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indamssmor 4389

. Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004entang Pemerintahan Dael

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200hdt0l25, Tambaha
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

. Undang- Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbanganaigan Antar:

Pemerintah Pusat daraerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahua
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik ikesianNomor 4438);

. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 ngnt&oordinasi Kegiata

Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Ré&k Indonesia Tahun 198
Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Irelaridomor 3373);

. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentamyvenangan Pemerinte

dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomb#em Negara Republ
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaragarde Republil
Indonesia Nomor 3952);

. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tenfaedoman Umum

Pengaturan Mengenai Desa (Lembaran Negara Republdnesia Tahun 20(
Nomor 142);

. Keputusan Presiden Republik Indonesia NomorTathun 1999 tentang Tehr

Penyusunn Peraturan Perundamngdangan, Bentuk Rancangan Unc-Undang,
Rancangan Peraturan Pemerintah dan RancanganusepuPresiden (Lembar
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70 );



5

10.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun 20&itang Tata Cara
Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhelképala Desa dalam Daerah
Kabupaten Buton ( Lembaran Daerah Kabupaten Blabtwin 2001 Nomor 3);

11.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 10 Tahufh 8tiang Pembentukan,
Penghapusan dan Penggabungan Desa (Lembaran Didatalpaten Buton
Tahun 2001 Nomor 11);

12.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 1 Tahun 2e6#ang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabogiton (Lembaran Daerah
Kabupaten Buton Tahun 2004 Nomor 1).

Dengan Persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BUTON
dan
BUPATI BUTON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUTON THANG PEMBENTUKAN
DESA WAGARI KECAMATAN LASALIMU

BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Buton;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buton
3. Kepala Daerah adalah Bupati Buton;
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Wagari.

BAB I
PEMBENTUKAN DAN BATAS WILAYAH
Pasal 2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, dibemeka Wagari Kecamatan Lasalimu dalam
Wilayah Kabupaten Buton di Propinsi Sulawesi Temgga

Pasal 3

(1) Wilayah Desa Wagari terdiri atas :
a. Dusun Toruku I;
b. Dusun Toruku II.
(2) Pusat Pemerintahan Desa Wagari berkeduddk&usun Toruko I.

Pasal 4
Dengan dibentuknya Desa Wagari sebagaimana dimakasladh Pasal 2 maka luas Wilayah Desa

Lawele berkurang seluas Wilayah Desa Wagari.
Pasal 5
(1) Desa Wagari Kecamatan Lasalimu mempunyaasiettas, sebagai berikut :
a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Waoleona;
b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Lawele;
c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Tanah Negara;
d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kakenauwe;
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(2) Batas-batas sebagaimana dimaksud pada ayait@inhgkan dalam peta yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daigtiah

(3) Penetapan Batas Wilayah Desa Wagari Katmm Lasalimu secara pasti dilapangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkagaddfeputusan Kepala Daerah.

BAB |l
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6
Perubahan Nama dan Batas Desa / Dusun ditetapkagamieKeputusan Kepala Daerah dengan
persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabop8igton berdasarkan usulan masyarakat
dengan memperhatikan latar belakang dan nilai-ridlaflaya setempat sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

Untuk memimpin jalannya Pemerintahan di Desa Waghdangkat seorang Kepala Desa yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerabepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur
lebih lanjut dan ditetapkan dengan Keputusan Kepalerah.

Pasal 9
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggaildfingkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintaRiemgundangan Peraturan Daerah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.Buto

Disahkan di Pasarwajo
pada tanggal 2005

BUPATI BUTON,

Ir.H.LM. SJAFEI KAHAR
Diundangkan di Pasarwajo
pada tanggal 2005

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON,

Drs. MUH. RIDWAN ZAKARIAH, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA, IV/d
NIP. 010110307

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BUTON
TAHUN 2005 NOMOR : ...,



